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KATA PENGANTAR  

 

Segala puji bagi Allah SWT yang atas berkat rahmat-Nya buku yang 

berjudul “Penegakan Hukum Kejahatan Pencurian Dengan Kekerasan (Begal) 

Yang Dilakukan Oleh Anak” dapat terbit dan hadir kepada pembaca. 

Kejahatan sadis yang dilakukan anak telah mengganggu kesehatan 

mental masyarakat, oleh karena itu sebaiknya tidak begitu saja diampuni 

hanya karena masih berusia belia. Meskipun begitu, pidana penjara bukan 

merupakan intervensi yang tepat untuk memperbaiki perilaku menyimpang 

ini. Diperlukan hukuman yang bersifat mengajarkan nilai-nilai, sekaligus 

melibatkan aspek lingkungan yang memengaruhi kenakalan anak, misalnya: 

kerja sosial dalam waktu yang ditentukan dan mengikuti konseling dengan 

psikolog. 

Sesuai dengan dinamika dan konteks hukum kontemporer, buku ini 

diharapkan mampu menjadi media untuk mengembangkan konstruksi 

keilmuan maupun praktik-praktik yang relevan guna pengembangan keilmuan 

dan keprofesian hukum di Indonesia. Buku ini tentu saja tidak luput dari 

kekurangan, namun dengan segala keterbatasan tersebut, terbitnya buku ini 

diharapkan dapat membantu para pembaca untuk mencari referensi dan 

menambah motivasi dalam mengimplementasikannya ke dalam praktik 

hukum 
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BAB I  

TINDAK PIDANA 

 

1.1 PENGERTIAN, UNSUR-UNSUR DAN JENIS-JENIS TINDAK 

PIDANA 

A. Pengertian tindak pidana 

Di Indonesia hingga saat ini, para ahli pidana/sarjana hukum belum 

memiliki kesamaan pendapat dalam mendefinisikan mengenai Strafbaar 

feit. Strafbaar feit merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan 

ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu tindak 

pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang 

dapat di pidana. Kata Strafbaar feit terdiri dari 3 kata, yakni straf, baar 

dan feit. Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari 

strafbaar feit itu, ternyata straf diterjemahkan sebagai pidana dan 

hukuman. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat/boleh, sedangkan 

untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan 

perbuatan.1 

Pengertian tentang tindak pidana dalam KUHP dikenal dengan 

istilah strafbaarfeit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering 

mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang 

merumuskan suatu undang- undang mempergunakan istilah peristiwa 

pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana 

merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam 

ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam 

memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana 

mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang 

kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah 

diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk 

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam 

kehidupan masyarakat. 

 
1 Yasmirah Mandasari Saragih, and Hadiyanto Alwan. Pengantar Teori Kriminologi & 

Teori Dalam Hukum Pidana. Cattleya Darmaya Fortuna, 2021, hal 67. 
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Tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana 

yaitu stafbaarfeit. Meskipun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda 

dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada 

penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan stafbaarfeit, karena 

itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti pada istilah itu. 

Istilah tindak pidana “merupakan terjemahan dari strafbaar feit, di dalam 

KUHP tidak terdapat penjelas dengan yang dimaksud strafbaarfeit itu 

sendiri.  

Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal 

dari Bahasa Latin yakni kata delictum. Dalam kamus hukum pembatas 

delik tercantum bahwa delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan 

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang 

(tindak Pidana). Istilah “strafbaar feit” sendiri yang merupakan bahasa 

Belanda tersebut terdiri atas tiga kata, yaitu straf yang berarti hukuman 

(pidana), baar yang berarti dapat (boleh), dan feit yang berarti tindak, 

peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Jadi istilah strafbaarfeit adalah 

peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. 

Strafbaar feit diartikan oleh Utrecht sebagai “peristiwa pidana” 

menarik perdebatan diantara ahli hukum.Moeljatno misalnya, menolak 

istilah “peristiwa pidana” sebagai terjemahan dari strafbaar feit. 

Moeljatno, mengemukakan bahwa peristiwa itu adalah pengertian yang 

konkret, yang hanya menunjuk pada suatu kejadian yang tertentu saja, 

misalnya matinya orang. Hal ini dianggap bertentangan dengan 

praktiknya, dimana hukum tidak melarang seseorang untuk mati. Hal 

yang dilarang adalah matinya orang akibat dari perbuatan orang lain. 

Istilah strafbaar feit memiliki pokok, yaitu feit dalam strafbaar feit 

berarti handeling, kelakuan atau tingkah laku; pengertian strafbaar feit 

dihubungkan dengan kesalahan orang yang mengadakan kelakuan tadi. 

Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana Di 

Indonesia memberikan definisi “tindak pidana”atau dalam bahasa 

Belanda strafbaar feit, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam 

strafwetboek atau KUHP, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada 

istilah dalam bahasa asing, yaitu delict. Tindak pidana berarti suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenai hukum pidana. Dan, pelaku ini 

dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana. 
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Menurut Van Hamel sebagaimana dikutip Zainal Abidin Farid 

dalam bukunya menguraikan tindak pidana (straafbaar feit) itu sebagai 

perbuatan manusia yang diuraikan oleh Undang-undang, melawan 

hukum, strafwaardig (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat 

dicela karena kesalahan (en aanschuld te witjen). Teguh Prasetyo 

merumuskan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang oleh aturan 

hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini 

selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang berifat pasif. 

Berdasarkan rumusan tindak pidana memuat syarat-syarat pokok, yaitu:2 

a) Suatu perbuatan manusia. 

b) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-

undang. 

c) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Menurut Pompe sebagaimana P.A.F. Lamintang dalam bukunya, 

perkataan stafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai 

“Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang 

dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh 

seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya 

kepentingan umum.” 

 

B. Unsur-unsur Tindak Pidana 

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari 

dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoretis dan dari sudut undang-

undang. Teoretis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang 

tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara ini, dari sudut undang-

undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 

menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-

undangan yang ada. rumusannya. Sementara ini, dari sudut undang-

undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 

 
2 Teguh Prasetyo. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusamedia, 2011, hal 

30. 
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menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-

undangan yang ada. 

P.A.F Lamintang, di dalam tindak pidana terdapat unsur-unsur 

tindak pidana, yaitu : 

a. Unsur subjektif 

Unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan 

dengan si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang 

terkandung di dalam hatinya. Terdiri dari : 

1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa) 

2) Maksud atau voornemen pada suatu percobaan (poging) seperti 

yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP 

3) Berbagai maksud atau oogmerk seperti yang terdapat mislanya 

di dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan 

pemalsuan 

4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti yang terdapat di dalam 

kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP 

5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana 

menurut Pasal 308 KUHP 

b. Unsur objektif 

Unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam 

keadaan ketika tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. 

Unsur tersebut terdiri dari : 

1. Sifat melawan hukum (wederrechtelijkheid) 

2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang 

pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau 

keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam 

kejahatan menurut Pasal 398 KUHP 

3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai 

penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat. 

Dalam unsur yang ketiga disebutkan tidak ada alasan 

penghapus kesalahan atau tidak ada alasan pemaaf. Mengenai hal 

ini, ada kalanya dalam keadaan tertentu seseorang tidak dapat 

berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana meskipun 

tidak diinginkannya. Dan ada kalanya terjadinya tindak pidana tidak 

dapat dihindari oleh seseorang, karena sesuatu hal yang berasal dari 
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luar dirinya, faktor tersebut menyebabkan orang tersebut tidak dapat 

menghindari perbuatan pidana tersebut yang mengakibatkan 

kesalahannya menjadi terhapus. 

a. Unsur subjektif 

Unsur subjektif adalah unsur yang berasal dari dalam pelaku. 

Asas pidana menyatakan “tiada hukum kalau tidak ada 

kesalaahan” (An act does not make a person guilty unless the 

mind is guilty or actus non facit reum nisi mens sit rea). 

Kesalahan yang dimaksud disini adalah kesalahan yang 

diakibatkan oleh kesengajaan (intention/opzet/dolus) dan 

kealpaan (negligence or schuld). Pada umumnya para pakar 

telah menyetujui bahwa “kesengajaan“ terdiri atas 3 (tiga) 

bentuk, yakni : 

1) kesengajaan sebagai maksud (oogmerk); 

2) kesengajaan dengan keinsafan pasti (opzet als 

zekerheidbewustzijn); 

3) kesengajaan dengan keinsfan akan ke,ungkinan (dolus 

evantualis) kealpaan adalah bentuk kesalahan yang lebih 

ringan dari kesengajaan. Kealpaan terdiri atas 2 (dua) 

bentuk, yakni : 1) tak berhati-hati 2) dapat menduga akibat 

perbuatan itu 

b. Unsur objektif 

Unsur objektif merupakan unsur dari luar diri pelaku yang 

terdiri atas : 

1) Perbuatan manusia, berupa : 

a) act, yakni perbuatan aktif atau perbuatan positif; 

b) omission, yakni perbuatan pasif atau perbuatan 

negatif, yaitu perbuatan yang mendiamkan atau 

membiarkan. 

2) Akibat (result) perbuatan manusia : Akibat tersebut 

membahayakan atau merusak, bahkan menghilangkan 

kepentingan-kepentingan yang dipertahakan oleh hukum, 

misalnya nyawa, badan, kemerdekaan, hak milik, 

kehormatan, dan sebagainya. 
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3) Keadaan-keadaan (circumstances). Pada umumnya, 

keadaan tersebut dibedakan antara lain : 

a) keadaan pada saat perbuatan dilakukan; 

b) keadaan setelah perbuatan dilakukan 

4) Sifat dapat dihukum dan sifat melawan hukum Sifat dapat 

melawan hukum berkenaan dengan alasan-alasan yang 

membebaskan si pelaku dari hukuman. Adapun sifat 

melawan hukum adalah apabila perbuatan itu bertentangan 

dengan hukum, yakni berkenaan dengan larangan atau 

perintah. 

E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi mengemukakan suatu tindak pidana 

harus memenuhi unsur-unsur, yaitu : 

1) Ada perbuatan yang dilarang Van Hamel menunjukkan tiga 

pengertian perbuatan (feit), yakni: 

a) Perbuatan (feit) = terjadinya kejahatan (delik). Pengertian ini 

sangat luas, misalnya dalam suatu kejadian beberapa orang 

dianiaya, dan apabila dalam suatu penganiayaan dilakukan pula 

pencurian, maka tidak mungkin dilakukan pula penuntutan 

salah satu dari perbuatan- perbuatan itu dikemudian dari yang 

lain. 

b) Perbuatan (feit) = perbuatan yang didakwakan. Ini terlalu 

sempit. Contoh: seseorang di tuntut melakukan perbuatan 

penganiayaan yang menyebabkan kematian, kemudian ternyata 

ia sengaja melakukan pembunuhan, maka berarti masih dapat 

dilakukan penuntutan atas dasar “sengaja melakukan 

pembunuhan” karena ini lain dari pada “penganiayaan yang 

mengakibatkan kematian”. Vas tidak menerima pengertian 

perbuatan (feit) dalam arti yang kedua ini. 

c) Perbuatan (feit) = perbuatan material, jadi perbuatan itu terlepas 

dari unsur kesalahan dan terlepas dari akibat. Dengan 

pengertian ini, maka ketidakpantasan yang ada pada kedua 

pengertian terdahulu dapat dihindari. 

Terkait dengan perbuatan dalam tindak pidana, pada prinsipnya 

seseorang hanya dapat dibebani tanggungjawab pidana bukan 

hanya karena ia telah melakukan suatu perilaku lahiriah 
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(outward conduct) yang harus dapat dibuktikan oleh seorang 

penuntut umum. Dalam ilmu hukum pidana, perbuatan lahiriah 

itu dikenal sebagai actus reus, dengan kata lain, actus reus 

adalah elemen luar (eksternal element). Prinsip actus reus, 

terdiri atas “act and omission”atau“commission and 

omission”,di mana dalam kedua frasa tersebut,  sama dengan 

commission. Oleh karena pengertian actus reus, bukan 

mencakup act atau commission saja, tetapi juga omission. 

Commission adalah melakukan perbuatan tertentu yang 

dilarang oleh ketentuan pidana sedangkan omission adalah 

tidak melakukan perbuatan tertentu yang diwajibkan oleh 

ketentuan pidana untuk dilakukan 

2) Sifat melawan hukum (Wederrechtelijk). Terdapat beberapa 

pengertian mengenai sifat melawan hukum yang dijadikan rujukan, 

yaitu : 

a) Menurut hoge raad dengan keputusannya tanggal 18 Desember 

1911 W 9263, melawan hukum artinya “tanpa wenang” atau 

“tanpa hak”. 

b) Menurut Simons, melawan hukum diartikan sebagai 

“bertentangan dengan hukum”, bukan saja terkait dengan hak 

orang lain (hukum subjektif), melainkan juga mencakup 

Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara. 

c) Menurut Vos, Moeljatno, dan Tim Pengkajian Bidang Hukum 

Pidana BPHN atau BABINKUMNAS dalam Rancangan 

KUHPN memberikan definisi “bertentangan dengan hukum” 

artinya, bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum 

atau anggapan masyarakat, atau yang benar-benar dirasakan 

oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dilakukan. 

 

C. Jenis-jenis tindak pidana 

Secara teoritis ada beberapa jenis tindak pidana dapat dibedakan 

secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan merupakan 

rechtdelicten, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan 

keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu 

undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik 
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dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh 

masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. 

Sedangkan pelanggaran yaitu perbuatan yang oleh masyarakat baru 

disadari sebagai perbuatan pidana karena undang-undang 

merumuskannya sebagai delik. Perbuatan- perbuatan ini dianggap 

sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang 

mengancamnya dengan sanksi pidana. Selain itu juga tindak pidana 

dibedakan atas tindak pidana formil, dan tindak pidana materiil. Tindak 

pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya 

dititikberatkan pada perbuatan yang dilarang yaitu tindak pidana telah 

dianggap selesai dengan telah dilakukannya perbuatan yang dilarang oleh 

undang-undang tanpa mempersoalkan akibatnya, sedangkan perbuatan 

pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya 

dititikberatkan pada akibat yang dilarang yaitu tindak pidana ini baru 

dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang 

dilarang itu telah terjadi.  

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-

dasar tertentu, antara lain:3 

a. Menurut KUHP dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam 

Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian 

tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan 

hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku 

ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh 

sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara 

keseluruhan. 

c. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil 

(formeel delicten) dan tindak pidana materil (materiil delicten). 

Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa 

larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. 

Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak 

pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat 

 
3 Yasmira Mandasari Saragih, Et Al. "Juridical Study Of The Criminal Acts Of Defense 

In View From The Ite Law Number 19 Of 2016." International Journal Of Educational Review, 

Law And Social Sciences (Ijerlas) 3.3 (2023): 1100-1106. 
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yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang 

dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana 

d. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi 

tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak 

sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan 

(dolus) yang diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: 

Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang 

kehormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka 

rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib 

disimpannya karena jabatan atau pencariannya.Pada delik kelalaian 

(culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 

360 ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain luka-luka. 

e. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), 

perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan 

untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh 

orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan 

penipuan (Pasal 378 KUHP).Tindak pidana dibedakan menjadi dua 

yaitu : 

1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan 

secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur 

perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam 

Pasal 224,304 dan 552 KUHP. 

2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada 

dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan 

secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur 

terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur 

dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga 

bayi tersebut meninggal. 

 

1.2 PENGERTIAN DAN JENIS-JENIS PENCURIAN 

A. Pengertian pencurian 

Pencurian berasal dari kata dasar curi, yang berarti sembunyi-

sembunyi atau diam-diam dan pencurian adalah orang yang melakukan 

kejahatan pencurian. Dengan demikian pengertian pencurian adalah 

orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau 
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diam-diam dengan cara tidak sah. Akan tetapi walaupun pembentuk 

undang-undang tidak menyatakan dengan jelas bahwa tindak pidana 

pencurian seperti yang dimaksud dalam Pasal 362 KUHP harus 

dilakukan dengan sengaja, tetapi tidak dapat disangkal lagi kebenarannya 

bahwa tindak pidana harus dilakukan dengan sengaja karena KUHP yang 

berlaku tidak mengenal lembaga tindak pidana pencurian yang dilakukan 

dengan sengaja atau culpoos diefstal. 

Kerugian masyarakat karena adanya kriminalitas sangat besar 

sekali, tetapi kecenderungan yang paling besar adalah adanya proses 

tekanan-tekanan dari kehidupan kemasyarakatan. Menurut Bonger 

kerugian tersebut dapat dipandang dari dua sudut yaitu dari sudut 

ekonomi dan dari sudut psikologis/kesusilaan. Kerugian ekonomis dapat 

dilihat dari kejahatan yang bermotif ekonomi, seperti perampokan 

pencurian, penipuan. Sedangkan kerugian secara psikologis disamping 

kejahatan dapat menimbulkan kerugian ekonomi juga dapat 

menimbulkan pengaruh buruk kepada masyarakat. 4Jika ditambah 

dengan kerugian dan kesusuahan yang diderita oleh korban, juga 

ancaman terhadap masyarakat, kesemuanya itu merupakan jumlah yang 

tidak terhitung besarnya. Kata pencurian sudah tidak asing lagi terdengar, 

namun kata pencurian kalau dilihat dari kamus hukum mengandung 

pengertian bahwa mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan cara 

yang tidak sah dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. 

Pencurian adalah mengambil barang orang lain. Dari segi bahasa 

(etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan 

“pe” dan akhiran “an”. Arti kata curi adalah sumbunyi-sumbunyi atau 

diam-diam atau tidak dengan jalan yang sah atau melakukan pencurian 

secara sembunyi-sembunyi atau tidak dengan diketahui orang lain 

perbuatan yang dilakukannya itu. Mencuri berarti mengambil milik orang 

lain secara tidak sah atau melawan hukum. Orang yang mencuri barang 

yang merupakan milik orang lain disebut pencuri. Sedangkan pencurian 

sendiri berarti perbuatan atau perkara yang berkaitan dengan mencuri, 

menurut Pasal 362 KUHP pencurian adalah “Barang siapa mengambil 

 
4 Teguh Prasetyo. Kriminalisasi dalam Hukum Pidana. Bandung: Nusamedia, 2011, 

hal 34. 



Tindak Pidana | 11  

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan 

maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian 

dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling 

banyak sembilang ratus rupiah. 

Pencurian merupakan suatu perbuatan yang mengambil barang 

milik orang lain dan tidak dikehendaki oleh pemiliknya dengan itikad 

yang tidak baik. Tindak pidana pencurian termasuk ke dalam kategori 

delik kekayaan (Vermogens Delicten). Sebagaimana dalam Pasal 362 

KUHP, yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barangsiapa 

mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan 

orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, 

diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun 

atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Berdasarkan 

pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah 

satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan 

kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan5 

 

B. Jenis-jenis pencurian 

Kaitannya dengan masalah tindak pidana pencurian, di Indonesia 

mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam KUHP, yang dibedakan 

atas 5 (lima) macam tindak pidana pencurian: 

a. Pencurian biasa 

Barangsiapa mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau 

Sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 

memiliki barang itu dengan melwan hak, dihukum, karena pencurian 

dengan hukuman penjara, selamalamanya lima tahun atau sebanyak-

banyaknya Rp.900- (Pasal 364, 366, 486 KUHP). Pencurian dalam 

bentuk pokok (biasa) sebagaimana diterangkan pada Pasal 362 

KUHP, yang menyatakan bahwa barangsiapa mengambil barang 

sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 

dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam 

karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun 

atau pidana denda paling banyak enam puluh ratus rupiah.   

 
5 Topo Santoso. Kriminologi. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2011, hal 89. 
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Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP dan unsur-unsur 

pencurian dibagi ke dalam dua unsur yaitu unsur obyektif dan unsur 

subyektif. Adapun penjabarannya sebagai berikut: 

1) Unsur objektif adalah unsur yang terkait dengan tindakan atau 

perbuatan pelaku, meliputi: 

a) Perbuatan mengambil (wegnemen). Maksud dari 

perbuatan mengambil disini yaitu setiap perbuatan yang 

mengakibatkan barang di bawah atau diluar kekuasaan 

pemiliknya. Dalam pencurian, mengambil maksudnya 

adalah untuk dikuasai dan sengaja untuk memiliki. 

b) Barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang 

lain. 

2) Unsur subjektif adalah unsur yang terkait dengan diri pelaku, 

antara lain: 

a) Dengan maksud yakni sudah ada niat di dalam hati 

(mensrea) dengan tujuan untuk mengambil barang orang 

lain tanpa sepengetahuan orang tersebut 

b) Untuk memiliki yakni memiliki barang secara diam-diam 

dan tidak dikehendaki oleh orang lain.  

c) Secara melawan hukum yakni perbuatan yang dilakukan 

oleh pelaku dengan mengambil barang orang lain dan 

bertentangan dengan hukum. 

b. Pencurian ringan 

Pencurian ringan (geprivilegeerde diefstal) merupakan suatu 

perbuatan pencurian yang memiliki unsur-unsur pencurian di dalam 

bentuknya yang pokok, yang karena ditambah dengan unsur-unsur 

yang lain ancaman hukumannya menjadi diperingan. Pencurian ini 

diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut 

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, 

begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, 

apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan 

tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak 

lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian 

ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana 

denda sebanyak sembilan ratus rupiah”.Pencurian ringan ini diatur 
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dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi “Perbuatan yang diterangkan 

dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitu pun perbuatan yang 

diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam 

sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika 

harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh 

rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara 

paling lama tiga bulan atau pidana denda sebanyak sembilan ratus 

rupiah. 

Pasal 364 menamakan pencurian ringan bagi suatu pencurian 

biasa, atau yang dilakukan oleh dua orang atau lebih bersama-sama 

atau disertai hal-hal tersebut dalam Pasal 363 nomor 5, apabila tidak 

dilakukan dalam suatu rumah kediaman atau di perkarangan tertutup 

di mana ada rumah kediaman, dan lagi apabila barang yang dicuri 

berharga tidak lebih dari dua puluh lima rupiah; dan hukumannya 

hanya maksimal tiga bulan penjara atau denda enam puluh rupiah. 

Tindak pidana pencurian yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP 

pada dasarnya memiliki elemen-elemen, yaitu: 

1) Perbuatan “mengambil”, yang diambil harus sesuatu “barang”, 

barang itu harus selurunya atau sebagian kepunyaan orang lain, 

pengambilan itu dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” 

barang itu dengan “melawan hukum” atau melawan hak. 

2) Mengambil untuk dikuasainya, maksudnya waktu pencuri 

mengambil barang itu, barang belum ada pada kekuasaannya, 

apabila waktu memiliki sudah ada ditangannya, maka 

perbuatan ini bukan pencurian, melainkan penggelapan. 

3) Sesuatu barang, segala sesuatu yang berwujud termasuk pula 

binatang, misalnya uang, baju, kalung, dan sebagainya. Dalam 

pengertian barang termasuk pula “daya listrik” dan “gas”, 

meskipun tidak berwujud, akan tetapi dapat dialirkan dalam 

pipa atau kawat. Barang tidak perlu memiliki nilai ekonomis. 

Oleh karena itu, mengambil beberapa helai rambut wanita 

(untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita itu, masuk 

pencurian, meskipun dua helai rambut itu tidak ada harganya. 

4) Barang itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, 

sesuatu barang yang bukan kepunyaan orang lain tidak 
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menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup 

dialam, barang-barang yang sudah dibuang oleh yang punya. 

5) Pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud 

untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang 

orang lain itu bukan pencurian. Seseorang “menemui” barang 

dijalan kemudian diambilnya. Bila waktu mengambil sudah ada 

maksud “untuk memiliki” barang itu, masuk pencurian. Jika 

waktu mengambil itu ada pikiran barang akan diserahkan 

kepada polisi, akan tetapi serentak sampai di rumah barang itu 

dimiliki untuk dirinya, ia salah “menggelapkan” (Pasal 272 

KUHP) karena barang yang dimilikinya “sudah berada 

ditangannya”. 

Rumusan Pasal 364 KUHP, unsur-unsur pencurian ringan, 

meliputi : 

a. Pencurian di dalam bentuknya yang pokok. 

b. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 

bersama-sama. 

c. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke 

dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang 

hendak diambilnya, orang yang bersalah telah melakukan 

pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai 

kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu. 

Pencurian seperti itu disebut pencurian ringan, apabila: 

1) Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman. 

2) Tidak dilakukan diatas sebuah pekarangan tertutup yang 

diatasnya terdapat sebuah tempat kediaman. 

3) Harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratu lima puluh 

rupiah. 

c. Pencurian dalan keluarga 

Pencurian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 367 

KUHP ini merupakan pencurian di kalangan keluarga. Artinya baik 

pelaku maupun korbannya masih dalam satu keluarga. Pencurian 

dalam Pasal 367 KUHP akan terjadi apabila seorang suami atau istri 

melakukan (sendiri) atau membantu (orang lain) pencurian terhadap 

harta benda istri atau suaminya. Ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP 
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apabila suami/istri tersebut masih dalam ikatan perkawinan yang 

utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak terpisah harta 

kekayannya, maka pencurian atau membantu pencurian yang 

dilakukan oleh mereka mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan. 

Tetapi apabila dalam pencurian yang dilakukan oleh suami/istri 

terhadap harta benda istri/suami ada orang lain (bukan sebagai 

anggota keluarga) baik sebagai pelaku maupun sebagai pembantu, 

maka terhadap orang ini tetap dapat dilakukan penuntutan, sekalipun 

tidak ada pengaduan menurut Pasal 367 KUHP Pencurian dalam 

keluarga, yaitu : 

(1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam 

Bab ini adalah suami (isteri) dari orang yang terkena kejahatan 

dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta 

kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu ini tidak 

mungkin diadakan tuntutan pidana 

(2) Jika dia adalah suami (isteri) yang terpisah meja dan ranjang 

atau terpisah harta kekayaan, atau jika dia adalah keluarga 

sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis 

menyimpang derajat kedua, maka terhadap orang itu hanya 

mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena 

kejahatan. 

(3) Jika menurut Lembaga matriarkal, kekuasaan bapak dilakukan 

oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka 

ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu. 

 

d. Pencurian dengan kekerasan 

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang dilakukan 

dengan melukai fisik baik sengaja maupun tidak disengaja yang 

dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang atau disebut juga 

sebagai “perampokan”. Pasal 365 KUHP mengatur tentang 

kejahatan ini yang berbunyi: 

(1) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, 

pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan 

maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, 
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atau dalam hal tertangkap basah, untuk memungkinkan 

melarikan diri sendiri atau peserta yang lain, atau untuk tetap 

menguasai barang yang dicuri.” 

(2) Diancam dengan pidana paling lama dua belas tahun jika: 

a) Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di 

jalan umum atau dalam kereta api, atau trem yang sedang 

berjalan; 

b) Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu; 

c) Masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak 

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, 

perintah palsu atau pakaian jabatan palsu; 

d) Perbuatan mengakibatkan luka-luka berat. 

(3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian, maka diancam 

dengan pidana penjara lima belas tahun. 

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup 

atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika 

perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan 

dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai 

pula oleh salah satu yang diterangkan nomor 1 dan 3.  

e. Pencurian dengan pemberatan 

Pencurian dengan pemberatan memiliki unsur-unsur pencurian 

biasa yang pokok, pencurian dengan pemberatan merupakan 

(gequalificeerde diefstal) yang diterjemahkan sebagai pencurian 

khusus dimaksudkan sebagai suatu pencurian dengan cara tertentu 

dan bersifat lebih berat. Pencurian dengan pemberatan termasuk ke 

dalam pencurian istimewa sebab pencurian ini dilakukan dengan 

cara atau keadaan tertentu sehingga bersifat lebih berat. 

Sebagaimana diatur pada Pasal 363 KUHP berbunyi, yaitu: 

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun: 

a. Pencurian ternak; 

b. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, 

gempa bumi atau gempa laut, gunung Meletus, kapal 
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karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru hara, 

pemberontakan atau bahaya perang; 

c. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau 

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan 

oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak 

dikehendaki oleh yang berhak; 

d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 

dengan bersekutu; 

e. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan 

kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, 

dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, 

atau dengan memakai anak kunci palsu, 

(2) perintah palsu atau pakaian jabatan palsu Jika pencurian yang 

diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam 

butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun. 

 

1.3 TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN 

DALAM HUKUM POSITIF 

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana terhadap 

harta kekayaan. Pihak korban yang mengalami tindak piadna pencurian akan 

mengalami kerugian yang bersifat ekonomis dan sosial, yang paling dirasakan 

oleh korban adalah trauma akan kejadian yang menimpa dirinya yang selalu 

melekat dalam ingatan dan efek psikologis yang akan menimbulkan 

goncangan dan reaksi emosi yang berlebihan. Oleh karenanya dengan 

memahami peran korban di atas dapat mereduksi reaksi emosi yang berlebihan 

sehingga upaya terapi dan diagnose terhadap korban pun lebih mudah 

dilakukan.  

Pencurian dengan kekerasan adalah suatu tindakan yang menyimpang, 

menyimpang itu sendiri menurut Robert M.Z. Lawang penyimpangan 

perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku 

dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang 

dalam sitem itu untuk memperbaiki perilaku menyimpang. Dalam Pasal 362 

KUHP dikatakan‚pengambilan suatu barang, yang seluruh atau sebagiannya 

kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum 
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diancam karena pencurian‛. Dengan demikian perampokan juga dapat 

dikatakan sebagai pencurian atas suatu barang. Pasal 365 KUHP diatur dalam 

KUHP Buku II Bab XXII dan berisi sebagai berikut, “diancam dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai, atau 

diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan 

maksud untuk mempersiap atau mempermudah pencurian, atau dalam hal 

tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta 

lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”. Pasal ini 

merupakan bentuk khusus dari Pasal 362 KUHP tentang pencurian biasa, yang 

mana berisi, “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara 

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling 

lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”. 

Pencurian dengan kekerasan memang suatu kejahatan yang membuat 

masyarakat menjadi resah. Orang yang melakukan tindak kejahatan tersebut 

memang dari unsur paksaan terhadap dirinya. Orang tersebut berani 

melakukan dikarenakan ekonomi lemah dan selalu mengharapkan suatu 

kekayaan yang mengambil diri milik orang lain tanpa terbebani dengan cara 

bersekutu. Maka dari pihak instansi kepolisian harus lebih ekstra bekerja keras 

untuk memberantas tindak pidana pencurian yang disertai kekerasan dalam 

lingkup masyarakat. Secara universal, pesan polisi dalam masyarakat 

dirumuskan sebagai penegak hukum (law 

enforcement officers), pemeliharaan ketertiban (order maintenance). 

Peran tersebut di dalamnya mengandung pula pengertian polisi sebagai 

pembasmi kejahatan (crime fighters). 

Namun di dalam negara yang sistem politiknya otoriter, makna peran 

polisi sebagai alat penegak hukum direduksi menjadi alat kekuasaan. 

Pencurian dengan kekerasan memang sangat berbeda dengan pencurian. 

Namun substansi yang ada dalam pencurian dengan kekerasan sama dengan 

pencurian. Letak perbedaan keduanya pada teknis dilapangan, pencurian 

dengan kekerasan adalah tindakan pencurian yang berlangsung saat diketahui 

sang korban, sedangkan pencurian identik dilakukan saat tidak diketahui 

korban. KUHP pencurian dengan kekerasan dikategorikan dalam delik 

pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP yaitu 

pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang ditujukan 
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pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan aksinya. 

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP, 

yaitu pencurian yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan yang akan 

ditujukan pada orang dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan 

aksinya. Pasal 365 KUHP, menyatakan bahwa: 

1. Tindak pidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan 

kekerasan akan diancam hukuman penjara selama-lamanya 9 (sembilan) 

tahun, dengan maksud akan memudahkan atau menyiapkan pencurian itu 

atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri 

atau kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri 

atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada di tangannya, termasuk juga, 

mengikat orang yang punya rumah, menutup di dalam kamar, kekerasan 

atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang, bukan kepada 

barang dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama atau setelah 

pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau 

memudahkan pencurian itu, danjika tertangkap tangan supaya ada 

kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan 

melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap di tangannya. 

Seorang pencuri dengan merusak rumah tidak masuk disini, karena 

kekerasan (merusak) itu tidak dikenakan pada orang. 

2. Hukuman penjara dijatuhkan selama-lamanya 12 (dua belas) tahun. 

a. Jika perbuatan tersebut dilakukan pada waktu malam di dalam 

sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya 

atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau di dalam trem yang 

sedang berjalan. 

b. Jika perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau 

lebih. 

c. Jika si pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan 

jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci 

palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. 

d. Jika perbuatan tersebut menjadikan korban mendapat luka berat. 

3. Hukuman penjara selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dijatuhkan jika 

karena perbuatan itu ada orang mati. 

4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara 

sementara selama-lamanya 20 (dua puluh) tahun dijatuhkan apabila 
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perbuatan tersebut menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati 

dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dan disertai pula oleh 

salah satu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3 ayat (2).  

Pasal 365 tentang tindak pidana pencurian pencurian dengan kekerasan, 

yang berbunyi: 

(1) Diancam dengan pidana paling lama sembilan tahun, pencurian yang 

didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau 

mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk 

memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk 

tetap menguasai barang yang dicurinya 

(2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun: 

a. Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah 

atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau 

dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan; 

b. Bila perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan 

bersekutu 

c. Jika masuknya ke tempat melakukan kejahatan, dengan merusak 

atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah 

palsu atau pakaian jabatan palsu. Jika perbuatan mengakibatkan luka 

berat. 

(3) Jika perbuatan itu mengakibatkan mati, maka dikenakan pidana penjara 

paling lama lima belas tahun. 

(4) Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana 

penjara selama waktu tertentu, paling lama duapuluh tahun, jika 

perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau mati dan dilakukan oleh dua 

orang atau lebih dengan bersekutu, pula disertai oleh salah satu hal yang 

diterangkan dalam nomor 1' dan 3'.90 

Tindak pidana pencurian memberatkan atau pencurian dengan kekerasan 

yang diatur dalam Pasal 365 itu juga merupakan suatu pencurian dengan 

kualifikasi atau pun merupakan suatu pencurian dengan unsur-unsur yang 

memberatkan. Dengan demikian maka yang diatur dalam pasal ini 

sesungguhnya hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri 

dari kejahatan ‘pencurian’ dan kejahatan ‘pemakaian kekerasan terhadap 

orang’. Unsur-unsur pencurian dengan kekerasan terdapat dua unsur, adapun 
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unsur yang pertama adalah unsur objektif (perbuatan mengambil, objeknya 

suatu benda, dan unsur keadaan yang menyertai atau melekat pada benda, 

yaitu benda tersebut sebagian atau seluruhnya milik orang lain) dan yang 

kedua adalah unsur subjektif (adanya maksud yang ditujukan untuk memiliki, 

dan dengan melawan hukum). Berdasarkan rumusan Pasal 362-363 KUHP 

maka unsur-unsur objektif dan 

subjektif, yaitu: 

1. Unsur objektif 

Berupa unsur perbuatan mengambil (wegnemen). Dari adanya unsur 

perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian 

yaitu berupa tindak pidana formil. Mengambil yaitu suatu tingkah laku 

positif atau perbuatan materiil, yang dilakukan dengan 

gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan 

menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu 

benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu 

membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam 

kekuasaannya.  

Sebagaimana dalam banyak tulisan, aktifitas tangan dan jari-jari 

tersebut di atas bukanlah merupakan syarat dari adanya perbuatan 

mengambil. Unsur pokok dari perbuatan mengambil yaitu harus ada 

perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan 

benda itu ke dalam kekuasaannya. Berdasarkan hal tersebut, maka 

mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap 

suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaan. Pada 

mulanya benda-benda yang menjadi objek pencurian ini sesuai dengan 

keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai 

pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda- benda 

bergerak (roerend goed). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat 

menjadi objek pencurian jika telah terlepas dari benda tetap dan menjadi 

benda bergerak, misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun 

pintu rumah yang telah terlepas/dilepas. Benda bergerak adalah setiap 

benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan 

mengambil. Benda yang kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak 

dan nyata adalah terhadap benda yang bergerak dan berwujud saja. 
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Benda bergerak adalah setiap benda yang menurut sifatnya dapat 

berpindah sendiri 

atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdata). Benda yang tidak 

bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah 

atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak Jadi benda 

yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda- benda yang ada 

pemiliknya. Benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi 

objek pencurian.Contoh di atas adalah bentuk hukuman mati yang sangat 

tidak manusiawi. Hal tersebut sangat wajar karena saat itu hukum yang 

berlaku adalah hukum kolonial. Hukum kolonial terkenal kejam karena 

untuk memberikan rasa takut bagi masyarakat untuk melakukan 

perlawanan. Sehingga Belanda dapat bertahan cukup lama di Indonesia. 

2. Unsur subjektif 

Unsur subjektif terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud 

(kesengajaan sebagai maksud atau opzet als oogmerk), berupa unsur 

kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memiliki. Dua unsur itu 

dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan 

mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk 

memilikinya. Dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa 

dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki barang yang dicuri 

ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak 

milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi 

unsur pencurian ini adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu 

unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau 

untuk dijadikan sebagai barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan 

unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam 

diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap 

barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.  

Maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki 

itu ditujukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak 

melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah 

sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah 

bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka 

unsur melawan hukum dalam pencurian digolongkan ke dalam unsur 

melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan 
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keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur 

kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana 

berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di 

belakangnya. 
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